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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR (f TAHUN 2006
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang  a. bahwa dengan berlokunya Peroturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
- 2003 Tentang Pedomon Organisasi Perongkat Derah sebagai
pengganti Peraturan Pemerintch Nomor 84 Tahun 2000 Tentang
Peraturan Daerch, maka Susunon Orqgonisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota disesuaikan dengan
Peraturan Perundang-Undongan yang lebih tinggi ;

b. bochwa dengan mempedomoni Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 Tentang Pedoman Orgonisasi Perangkat Daerah,
Peraturan Doerch Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Susunan
Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun
perlu diadakan perubchan dan disesuaikan;

c. bahwa untuk terloksananya maksud point a dan b diatas perlu
diatur don dibentuk dengan Peraturan Daerch Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Ker ja Badon Kepegawaion Daerach Kabupaten
Sarolangun.

Mengingat - : 1. Undang-undang Nomor 43 Tchun 1999 Tentong Perubohan Atas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaion (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambohan Lembaran Negara Nomor 3890) :

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Ténfcmg Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

don Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun
1999Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3903);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan (Lembaron Negara Tohun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerahi (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenarngan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara: Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintch Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 1%, Tambohan
Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Susunan
Ornaviessi don Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Sarolangun (Lembaran Daerch Tahun 2004 Nomor 5 Seri D
Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN

dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Doerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerch adalah Doerah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintch Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

04, Dewon Perwakilan....c.ceeun...
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Dewan Perwakilan Rakyat Doerch adalch Dewan Perwakilon
Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun

. Sekretaris Doerch adalah Sekretaris Daerch Kabupaten

Sarolangun.

Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupater: Sarolangun.
Kepala Badan adaloh Kepala Badon Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sarolangun.

Kelompok Jobatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerch Kabupaten
Sarolangun. ‘

BAB II
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Pasal 2

(1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah

Daerah Kabupaten:;

(2) Badan Kepegawaian Daerah di Pimpin oleh seorang Kepcla Badan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Bupati melalui Sekretaris Doerah.

Pasal 3

Badan Kepegawaion Daerch mempunyai tugas melaksanakan

administrasi Keneorwaian, Diklat, Penelitian don Pengembangan
Kepegawaian Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3, Badan Kepegawaion Daerah melaksanakan fungsi :

a.

b.

Membantu Kepala Daerah dibidang tugasnya;

Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan
dibidang Kepegawaian, Adminstrasi dan Diklat;

Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaion, Admintrasi
dan Diklat;

. Melakukan koordinasi hubungan kerja dengan semua iembaga

pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas;

Merumuskan program ker ja dalam rangka pelaksanaan tugas;
Melaksanakan pembinaan teknis dan pembinoan operasional sesuai
kebijaksanaan yang telah ditetapkon.

Bagian Kedutia. e s awsms
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal B

(1) Susunan Orgonisasi Badan Kepegawaian Daersh Kabupaten
Sarolangun terdiri atas :
1. Kepala Badan.
2. Bagian Tata Usaha
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Administrasi, Pembinaan dan Data Pegawai
a. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kese jahteraan Pegawai
b. Sub Bidang Administrasi dan Data Pegowai
4. Bidang Formasi dan Mutasi
a. Sub Bidang Pengadaan don Mutasi Pegawai
b. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional
b. Sub Bidang Pendidikan Formal.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Strulktur Organisasi Radon Kepegawaian Daerah adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Lampiran dimoksud pada ayat (2) pasal ini merupakan bagian
yang tidak terpisahikan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal ©

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
ketatausahaan yang meliputi penyelenggaraan don melaksanakan
tugas keuangan, umum, program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan
Badan Kepegawaion Daerah yang men jadi tanggung jawabnya.

Pasal 7

Dalom menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6, Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :

a. Membantu Kepala Badan dibidang tugasnya;

b. Mengelola dan menyelenggarakan urusan umum, keuangan,
program, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Badan sesuai
dengan peraturan don ketentuan yang telah ditetapkan;

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
perlengkapan rumah tangga dinas dan dokumentasi ;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petun juk
teknis dibidang Kepegawaian Administrasi dan Diklat.

] QTR | o
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Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimona dimaksud dalam pasal
6, Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyusunan program kebutuhan, pengadministrasian, melakukan
urusan tata uscha umum, mengkoordinir penyusunan program
keuangan badan, perubahon anggaron den perhitungan anggaran
belan ja badan serta membina administrasi keuangan badan.

(2) Sub Bagion Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
menyusun program - program dibidang Badan Kepegawaian
Daerah, melakukan evaluasi dan membuat loporan atas program -
program yang teloh dilaksanakan.

Bagian Keempat
Bidang Administrasi, Pembinaan dan Data Pegawai
Pasal 10

Bidang Administrasi, Pembinaan dan Data Pegawai mempunyai
tugas merumuskan kebijakan, penyelenggaraon, pengelolaan
administrasi kepegowaion, melakukan pembinaan pegawai dan
mengumpulakan data-data kepegawaian.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10, Bidang Administrasi, Pembinaan dan Data Pegawai
melaksanakon fungsi
a. Membantu Kepala Badan dibidang tugasnya:

b. Menyusun dan merumuskan perencanaan umum dibidang
Administrasi, Pembinaan dan Data Pegawai;

¢. Mengkoordinir pelaksanaan Pembinaan Pegawai;

d. Melakukan pendataan seluruh Pegawai baik Pegawai Negeri Sipil
maupun Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupcten.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimona dimaksud dalam pasal
11. Bidang Admnistra<i Pomhinac- 4an Data Pegawai dibantu oleh :
a. Sub Bagian Pembinaan Disiplin dan Kese jahteraan Pegawai
b. Sub Bagain Administrasi dan Data Pegawai
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Pasal 13

Sub Bagian Pembinaan Disiplin dan Kesejohteroan Pegawai
mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya;
b. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai dilingkungan pemerintah
Kabupaten:;
c. Mengumpulkan bchan dan data dalam rangka meningkatkan
kese jchteraon pegawai.

Posal 14

Sub Bidang Administrasi dan Data Pegowai mempunyai tugas !

a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya;

b. Merumuskan kebijakan Kepala Badon dibidang Administrasi dan
Dato Pegawai berdasarken Peraturan Perundang-undongan yang
berlaku;

¢. Mengumpulkan data-data Pegawai di lingkungan Pemerintoh
Kabupaten Sarclangun.

Bagian Kelima
Bidang Formosi dan Mutasi
Pasal 15

Bidang Formasi dan Mutasi mempunyai tugas menyusun
kebijakan dibidang formasi den mutasi pegawai dilingkungan
pemerintah Kabupaten .

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 15, Bidang Formasi dan Mutasi rmelaksanakan fungsi
a. Membantu Kepala badan dibidang tugasnya;
b. Menyusun formasi Kepegawaian;
c. Menyusun rencana Mutasi Pegawai.
d. Menyiapkan bahion kebijakan, pedoman dan pefunjuk feknis
dibidang Formasi dan Mutasi Pegawai.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalom pasal
16, Bidang Formasi dan Mutasi dibantu oleh :
a. Sub Bidang Pengadaon dan Mutasi Pegawai,
b. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan.

Pasal 18......... .........
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Pasal 18

Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegowai mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya;
b. Melakukan penyusunan pengadaan Pegawai di daerah;
c. Melakukan mutasi kepegawain di lingkungan Pemerintah
Kabupaten.

Pasal 19

Sub Ridang Mutasi jabatan dan Kepangkatan memnpunyai tugas

a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya;

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta
informasi vang berhubungan dengan mutasi jabaten dan
Kepangkatan.;

¢. Menyiapkan rencana kegiatan peleksanaan mutasi jabatan dan
kepangkatan.

Bagian Keenom
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 20

Bidang  Pendidikan dan  Pelatihan  mempunyai  tugas
mengumpulkon dan menyusun program pendidikan dan pelatihan
penjenjangan aparatur / kepegawaion serta mengatur teknik
penyelenggaraan pelatihan, perganggaran, ujian dinas dan latihan
prajabatan.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
20, Bidang Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi :
a. Membantu Kepala Badan dalam men jalankan tugasnya:
b. Melakukan rencana kegiotan pendidikan dan pelatihon bagi
aparatur pemerintah:;
c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan diklat;
d. Menyusun daftar pegawoai yang okan mengikuti dan telah
mengikuti Diklat.

Pasal 22
Untuk melaksanakan huaas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20,
Bidang Pendidikan dan Pelatihan dibantu oleh :

a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsionai
b. Sub Bidang Pendidikan Formal

Pasal 23....................
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Posal 23

Sub Bidang Diklat dan Fungsional mempunyai tugas;
Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya:;

. Melakukan rencana kegiatan Diklat Struktural den Fungsional

bagi aparatur pererintah;

Menyusun kebutuhan Diklat dan menginventarisir  tingkat
pendidikan teknis fungsional dan structural di  iingkungan
pemerinteh Kabunaten,

Paral 24

Sub Bidong Pendidikan Formal mempunyai t1icas

Membantu Kepala Badan dibidang tugasnya:;

Menyusun rencana Pendidikan dan Pelatihon di bidang Pendidikan
Formal:

Mengimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,
Kebijakan Teknis, Pedoman dan Petunjuk Teknis serta bahan-
bahan lainnyo yong berhubungan dengan Diklat bidang Pendidikan
Formal.

Ranian Ketuiuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

K:-*.lm*npnl:_ Tnkatan Fgmgcinnn? gahncnimnnn dimalkesi pnﬁnl B
Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Badan Kepegawaian Daerch berdasarkan bidung keahlian
masing-masing.

Untuk melaksanakon fugas sebegaimara dimakeid dolam avat (1)
pasal ini, Kelompok Jabaten Fungsional terdiri dari tenaga-
tenaga dalam jenjang Jabaton Fungsional yang dipimpin oleh
tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III
ESELONERIMNEG, PENGANGKATAN DALAM GTARATAN
Pasal 26

Kepala Badan diangkat dan diberhentikon oleh Kepala Doerch
dari PNS atas usul Sekretaris Daerah.

Pengangkatan dan pemberhention sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) Pasal ini setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan
Gubernur.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat vang berada dibawah
Kepala Badan, dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Bodan,
melalui Sekretaris Daerah.

~ . -~



Pasal 27

Tingkatan Eselonering Jabatan Struktural dilingkungan Badan
Kepegawaian Doerah Kabupaten Sarolangun adalch sebagai berikut :

a. Kepala Badon Eselon I b
b. Kabag TV, Bidang Eselon TIT a
¢. Kepala Subbag Eselon IV a
oaB IV
TATA KERJTA
Pasal 28

(1). Dalom melaksanakan tuansnya Oraanisasi dan Tata Kerjo Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun harus menerapkan
prinsif Koordinasi, Integrasi Singkronisasi dan Simpiikasi dalam
pelaksanaan tuges .

(2). Setiap Pimpinan satuan Organisasi bertanggung jowab memimpin
dan mengkoordinasikan kepada bawahannya masing-masing serta
memberikan bimbingon dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

(1) Dengan berlakunya Peraturan Deerah ini, makn segala ketertuan
yang bertentangan ataupun bersamoan dengan ini dinyatakan
tidok beriaku laai.

(2) Hal - hal yang belum ecukun diatur dalam Peratiran Daerah ini,
akon diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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Poraturan Drerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkon.
Agar setiap  orang dapat  mengetshuinya, memerintahkon
pengundangan Peraturen Daercli ini, dengan menempatkan dalam
L.embaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Diife,fnp_knn di Snr-olnngun
paaa tanggal Yo Scptemier 2006

RUPATT SARAN ANGUN

Diundangkan di Sorolangun
pada tanggal 2o Sephamer 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

Drs ABD.ZAKI M. Si

PEMBINA TINGKAT I
NIP, 430 008 999

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006 NOMOR o SERT D
NOMOR (4



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARCLANGUN
NOMOR OfF TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWATAN DAERAH KASUPATEN SAROLANGUN

I PEMNTE. ASAN UMUM

Yebijakan dan genatecn Kelembagoan Perrerintal, baik Pemerintah Pusat
ataupun Pemerintch Daerch lebih diarahkan kepada upaya rightsizing yaitu
upaya menyelenggarakon birokrasi Pemerintoh yang diarahkon untuk
menaemisangkan Ciyuisasi yang lebih Profesional, transparan, hirarki yang
pendek don terdesentralisasi kewenengammya. Oieh karena ity Orgonisasi
Pzranakat Daerar disusun berdasarkan Visi dan Misi yang jelas, sehingga
organisasi tersusun berdasarkan kebutuhan nyata, don mensikuti strategi
dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal secara
Teoritike dan konseptual maka terbitnya Peratiran Pemerintch Nomor 8 tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, semua Peraturon Doerch
yang berkaiten dengan Perangkat Daersh di lingkunaan Pemerintuh Kebupaten
Sarolangun dilakiukan perubahan.

JI. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal } sampai dengon pasal 30 Cukup jelas.
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